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NAMA SOP  STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  

DASAR HUKUM  KUALIFIKASI PELAKSANA  

1. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi  

2. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik  

3. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-

undang No. 14 th 2008 tentang keterbukaan informasi  

4. Peraturan Daerah No. 8 th 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi 
Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  

5. Peraturan Gubernur No 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan 

Informasi Publik Dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Pemerintah 

Provinsi Banten 

6. Peraturan Gubernur No 67 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan 

Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten  

7. Keputusan Gubernur Banten Nomor 489. 1/Kep.50 HUK/2022 tentang 
Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Banten.  
8. Peraturan komisi informasi No. 1 Th 2021 tentang Standar Layanan Informasi 

Publik. 

1. Memahami peraturan komisi informasi republik Indonesia nomor 1 tahun 2010 tentang standar layanan 

informasi publik  

2. Peraturan Daerah No. 8 th 2012 tentang tata kelola keterbukaan informasi publik dalam 

penyelenggaraan pemerintah daerah dan Peraturan Gubernur No 23 Tahun 2021 tentang pedoman 

pelayanan informasi publik dan dokumentasi dilingkungan pemerintah pemerintah provinsi banten  

3. Petugas pelayanan informasi dan dokumentasi memilki kemampuan :  

(1) Melakukan pelayanan publik  

(2) Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi  

(3) Memahami teknologi informasi  
(4) Memilki latar belakang pendidikan yang mendukung dalam pelayanan pengelolaan informasi dan 

dokumentasi   

  
  
  

KETERIKATAN  PERALATAN / PERLEGKAPAN :  

1. SOP surat masuk  

2. SOP surat keluar  

3. SOP kearsipan  

1. Desk / meja layanan informasi  

2. Komputer / Laptop  

3. Printer  



 



 


